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1.1 Analisis Situasi 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) memiliki peranan yang sangat penting didalam 

mendukung kemajuan ekonomi warga masyarakat lingkungan pedesaan. Pelaksanaan 

Bumdes di lapangan haruslah dapat ditunjang dengan peran kelembagaan yang kuat 

sebagai penopang tegaknya organisasi serta kemampuan penyajian laporan yang 

transparan,akuntanbel yang didalamnya termasuk penyajian aspek perpajakan demi 

meningkatnya kepercayaan masyarakat. Namun sayangnya hal ini tidak secara eksplisit 

tercermin pada aktivitas atau kegiatan Bumdes di Desa Tanggalrejo Kec. Mojoagung. 

Hal  ini dikarenakan berbagai persoalan yang dialami oleh pihak pengelolanya, antara 

lain yaitu kurang solidnya tim pengelola, keterbatasan pengetahuan dan kurangnya 

sumber daya manusia yang dapat secara professional dan amanah. Bukti adanya 

beberapa masalah dilapangan antara lain besarnya nominal tunggakan pinjaman yang 

belom bisa terselesaikan sehingga menyebabkan arus kas tidak lancar dan akhirnya 

berdampak pada minimnya aktivitas yang dilakukan.   

Bertolak pada situasi yang demikian, kami tergerak untuk melakukan program 

pengabdian masyarakat dengan tema “Penguatan Kelembagaan dan Aspek Perpajakan 

BUMDes Sebagai Sarana Penyempurnaan Admisnistrasi BUMDes” dengan tujuan untuk 

mengembangkan BUMDes menjadi lembaga usaha desa yang mandiri dan profesional 

sebagai penggerak kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan kegiatan 

ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada peserta seminar yang ada di Desa  

Tanggalrejo dengan sasaran yakni dapat meningkatkan wawasan tentang peran penguatan 

kelembagaan BUMDes, Meningkatkan wawasan tentang aspek perpajakan BUMDes dan 

Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya peran BUMdes dalam menyejahterakan 

masyarakat Desa  Tanggalrejo. 

 

 

 

 

 



1.2 Permasalahan Mitra 

Permasalahan mendasar yang dihadapi mitra adalah sebagai berikut: 

1. Belum maksimalnya peran lembaga.  

Hal ini akan sangat berdampak pada kinerja kelembagaan pada uraian 

analisis situasi prioritas pada organisasi lembaga Pemerintah Desa dan 

Lembaga lain di Desa yakni pada beberapa kasus terdapat personalia 

pada lembaga tersebut yang tidak memiliki kinerja yang cukup baik 

terhadap tugas mereka, hal ini ditunjukkan dari bentuk pelayanan dan 

keluaran pada masing-masing bidang Pemerintah Desa terhadap 

pelayanan kepada masyarakat desa khususnya BUMdes. 

2. Minimnya pengetahuan  

Hal ini didukung oleh fakta dilapangan bahwa masih banyaknya 

pengelola yang belom mengerti tentang standar operasional yang 

mestinya dijalankan secara professional termasuk didalamnya adalah 

pelaporan pajak tahunan, akan tetapi pelaksanaannya di lapangan masih 

manual dan dikelola secara prinsip kekeluargaan 

3. Terbatasnya SDM pengelola 

Hal ini sangat terasa di lapangan bahwa pengelola bumdes masih 

dilakukan secara manual dan belum terorganisir secara rapi, dari mulai 

struktur organisasi nya, pelaksana lapangan serta penanggung jawab nya 

masih simpang siur. penyaluran dana yang mestinya diterima secara 

bergilir bagi warga masyarakat desa yang membutuhkan akhirnya hanya 

diputar dikalangan perangkat desa dan rekan terdekatnya sebagai syarat 

agar lembaga BUMdes ini masih terlihat eksis. 

 

 



BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

2.1. Solusi Yang Ditawarkan 

Dalam rangka menyelesaiakan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, 

maka solusi yang ditawarkan adalah dalam bentuk Pelatihan Penguatan 

Kelembagaan dan Aspek Perpajakan BUMDes Sebagai Sarana Penyempurnaan 

Admisnistrasi BUMDes Melalui Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi Dalam 

Organisasi dan pelatihan penyajian pajak tahunan. Solusi tersebut kami 

gambarkan melalui 4 prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan benar atau 

Good Corporate Governance yaitu: 

1. Fairness (Kewajaran) 

Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil 

dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan 

perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.  

2. Transparency (Keterbukaan Informasi) 

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses 

pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan 

relevan mengenai perusahaan. 

3. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan) 

        Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertangungjawaban organ 

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

4. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang 

berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah 

pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan 

kerja, standar penggajian. 

  



 

2.2. Target Luaran 

Luaran yang ditargetkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 

meningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan serta aspek perpajakan di 

Pemerintah Desa Tanggalrejo, Kec.Mojoagung. adapun rinciannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengelola BUMdes harus memahami dasar hukum pendirian BUMdes, 

mekanisme dan syarat pembentukan BUMdes 

2. Pengelola BUMdes harus bisa memetakan potensi desa secara 

komprehensif dan menyeluruh dari segi geografis, ekonomi, sosial 

kemasyarakatan dll 

3. Penglola BUMdes harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai 

pengurus serta pengelola 

4. Pengelola BUMdes harus bisa membuat laporan pertanggungjawaban 

yang transparan dan akuntanbel demi meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. 

5. Pengelola BUMdes harus memiliki keterampilan dalam bidang perjakan 

sebagai upaya penyempurnaan administrasi desa 



BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

Kegiatan ini dilakukan dalam dua materi, yaitu materi pertama tentang 

penyuluhan terkait dengan penguatan kelembagaan, aspek legalitas hukum BUMdes dan 

peranan BUMdes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Materi kedua 

adalah pelatihan simulasi pengisian SPT pajak tahunan. 

Proses ini dilakukan dengan pembelajaran kelas dalam bentuk ceramah, 

diskusi dan Tanya jawab. Setelah tatap muka dilakukan konsultasi mandiri bagi 

personalia yang masih kurang memahami. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



BAB IV 

                                                         JADWAL KEGIATAN 

 
   Adapun jadwal kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut : 

 

 

4.1 Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan seminar dilaksanakan selama 3 jam yakni mulai pukul 08.00-

11.00 WIB, pada hari Sabtu 01 Februari 2020. 

No Pukul Materi Peserta 

1 08.00-09.00 WIB Penguatan kelembagaan, 

aspek legalitas hukum 

BUMdes dan peranan 

BUMdes dalam 

meningkatkan perekonomian 

masyarakat desa 

Seluruh pengurus 

BUMdes 

Tanggalrejo, 

BPD, LPM, 

Perangkat desa, 

Bhabinsa dan 

Bhabinkamtibmas 

2 09.00-10.00 WIB Aspek perpajakan BUMdes, 

pengisian formulir pajak dan 

mekanisme pelaporan pajak 

terutang. 

Seluruh pengurus 

BUMdes 

Tanggalrejo, 

BPD, LPM, 

Perangkat desa, 

Bhabinsa dan 

Bhabinkamtibmas 

3 10.00-11.00 WIB Diskusi dan Tanya jawab Seluruh pengurus 

BUMdes 

Tanggalrejo, 

BPD, LPM, 

Perangkat desa, 

Bhabinsa dan 

Bhabinkamtibmas 

 

Surat Tugas 

a. Terlampirkan dengan nomor surat  005/SK-B/LPPM/SIE.AA/I/2020



 

BAB V 

PELAKSANAAN 

 

Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Aspek Perpajakan BUMDes Sebagai Sarana 

Penyempurnaan Admisnistrasi BUMDes Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung 

Kabupaten Jombang dilaksanakan pada : 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 1 Februari 2020 

Pukul : 08.00 – 11.00 WIB 

Tempat : Balai Desa Tanggalrejo, Kec.Mojoagung 

Agenda : Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Aspek Perpajakan 

BUMDes Sebagai Sarana Penyempurnaan Admisnistrasi 

BUMDes 

Instruktur : Ade Setia Pratama, S.E., M.M. 

 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan kepada 

aparatur atau personalia Pemerintah Desa dan kelembagaan di Desa Tanggalrejo 

Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ini dihadiri oleh sebanyak 26 orang 

peserta. Daftar hadir peserta kegiatan tersebut ada pada lampiran. 

Materi penyuluhan adalah berupa modul dengan judul Peningkatan Kinerja 

Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Melalui Pemahaman Tugas Pokok 

dan Fungsi. 

 

5.1. Hasil Kegiatan 

 

Kegiatan seminar Penguatan Kelembagaan dan Aspek Perpajakan BUMDes Sebagai 

Penyempurnaan Admisnistrasi BUMDes yang telah dilaksanakan secara keseluruhan dan 

sesuai dengan harapan dari tujuan yang ditentukan. Dari hasil pelaksanaan yang telah 

dilakukan melalui metode penjelasan, tanya jawab dan sharing–sharing kepada peserta telah 

memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan tentang BUMDes terutama dalam penguatan 

kelembagaan dan aspek perpajakan. Dalam hal ini tujuan dari kegiatan seminar ini sudah 

tercapai. 

Materi tentang Penguatan Kelembagaan dan Aspek Perpajakan BUMDes telah 

diberikan sedikit banyak dan sudah dipahami oleh peserta seminar. Dan melalui 



penyampaian materi ini diharapkan pula pihak desa turut andil untuk menyelenggarakannya, 

karena jika desa ingin berkembang terlebih dahulu yang bergerak yaitu pemerintah desa dan 

anak muda desa baru diikuti oleh masyarakat desa. Sehingga kedepannya desa menjadi lebih 

berperan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya sendiri. 

Materi Penguatan Kelembagaan dan Aspek Perpajakan BUMDes yang sudah 

disampaikan oleh pemateri banyak menambah wawasan mengenai penguatan kelembagaan 

dan aspek perpajakan sebagai penyempurnaan administrasi BUMDes untuk 

mengembangkan BUMDes menjadi lembaga usaha desa yang mandiri dan profesional 

sebagai penggerak kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan.  

Melalui penyampaian materi ini diharapkan pihak terkait mampu mewujudkan 

Penyempurnaan administrasi BUMDes dengan baik dan benar. Sehingga BUMDes bisa 

berjalan dengan baik. Dari materi diatas yang sudah diberikan, para peserta sedikit banyak 

bertambah pengetahuan dan ilmunya. Para peserta juga menyadari betapa pentingnya materi 

tersebut demi kemajuan BUMDes yang ada di Desa  Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung 

Kabupaten Jombang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

Kegiatan pelatihan atau penyuluhan yang diselenggarakan selama sehari, mendapat 

sambutan yang baik dari peserta. Keadaan ini dapat dilihat dari kehadiran peserta yang cukup 

memenuhi kuota kepesertaan. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini mampu memberikan 

pemahaman personalia atau aparatur Pemerintah Desa dan  Kelembagaan  Desa  Tanggalrejo  

akan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan organisasi. 

Demikian laporan pengabdian ini disusun untuk menjadi bahan pijakan dalam 

meningkatkan kinerja personalia atau aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa 

Tanggalrejo. Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan masih  banyak  kekurangan-  

kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan, makamelalui kesempatan ini, penulis 

mengharap masukan demi perbaikan yang akan datang.





 





LAMPIRAN DAFTAR HADIR 

 
 

 

 



 



Lampiran : Materi Pelatihan 

 

 
Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Aspek Perpajakan BUMDes Sebagai Sarana 

Penyempurnaan Admisnistrasi BUMDes Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung 

Kabupaten Jombang 

 
Oleh 

Ade Setia Pratama, S.E., M.M 

Dosen STIE Al Anwar Mojokerto 

 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Permendesa 4 Tahun 2015) tujuan 

dari BUMDes itu sendiri adalah : 

1. Meningkatkan perekonomian desa. 

2. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. 

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. 

4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga. 

5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum 

warga 

6. Membuka lapangan kerja 

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. 

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. 

Dasar Hukum 

UUNo.32 Tahun 2014 (Pasal 213): 

 Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik  Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

desa 

 BUMDes berpedoman pada peraturan  perundang-undangan 

 BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai  peraturan perundang-undangan 

Peraturan Pemerintah 72/2005 : 

(Pasal78–81) 

 Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan  desa, Pemdes dapat mendirikan 

BUMDes  sesuai kebutuhan dan potensi desa. 

 Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Perdes berpedoman pada peraturan  

perundang-undangan. 



 BUMDes harus berbadan hukum. 

Pasal 79 PP 72/2005: 

 BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh  Pemerintah Desa. 

 Permodalan BUMDes dapat berasal dari:  Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, 

bantuan  Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota,  Pinjaman dan 

atau penyertaan modal pihak  lain atau kerjasama bagi hasil. 

 Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat. 

SYARAT PEMBENTUKAN BUMDes : 

(Ps. 5 ayat (1) PMDG 39/2010) 

1. Atas inisiatif Pemdes dan atau masyarakat  berdasarkan musdes. 

2. Ada potensi usaha ekonomi masyarakat. 

3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

4. Sumberdaya desa yang belum dimanfaatkn secara  optimal terutama kekayaan 

    desa. 

5. Tersedia SDM. 

Mekanisme Pembentukan BUMDes : 

(Ps. 5 ayat (2) PMDG 39/2010) 

1. rembug desa/musyawarah untuk  menghasilkan  kesepakatan. 

2. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang  sekurang-kurangnya berisi: “organisasi 

dan  tata kerja, penetapan personil, sistem  pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi  

hasil dan kepailitan.” 

3. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft  peraturan desa. 

4. penerbitan peraturan desa. 

PENGEMBANGAN POTENSI USAHA EKONOMI DESA  

MELALUI BUMDESA (Peraturan Pemerintah 72/2005) 

NO. JENIS USAHA/BISNIS CONTOH 

1 Bisnis Sosial (Social 

Business) Sederhana : 

“memberikan pelayanan 

umum (serving) kepada 

masyarakat dan 

memperoleh keuntungan 

a. air minum Desa; 

b. usaha listrik Desa; 

c. lumbung pangan; dan  

d. sumber daya lokal dan 

teknologi tepat guna 

lainnya. 



finansial” 

(Pasal 19) 

2 Bisnis Penyewaan 

(Renting) Barang:  

“untuk melayani kebutuhan 

masyarakat Desa dan 

ditujukan untuk 

memperoleh Pendapatan 

Asli Desa.” (Pasal 20) 

a. alat transportasi; 

b. perkakas pesta; 

c. gedung pertemuan; 

d. rumah toko; 

e. tanah milik BUM Desa; 

dan 

f. barang sewaan lainnya.  

3 Usaha Perantara 

(Brokering): 

“yang memberikan jasa 

pelayanan kepada warga” 

(Pasal 21) 

a. jasa pembayaran listrik; 

b. pasar Desa untuk 

memasarkan produk yang 

dihasilkan masyarakat; 

dan 

c. jasa pelayanan lainnya.  

4 Bisnis yang Berproduksi 

dan/atau Berdagang 

(Trading): 

“barang-barang tertentu 

untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat maupun 

dipasarkan pada skala pasar 

yang lebih luas” (Pasal 22) 

a. pabrik es; 

b. pabrik asap cair; 

c. hasil pertanian; 

d. sarana produksi     

  pertanian; 

e. sumur bekas tambang 

f.  kegiatan bisnis 

  produktif lainnya. 

5 Bisnis Keuangan 

(Financial Business): 

yang memenuhi kebutuhan 

usaha-usaha skala mikro 

yang dijalankan oleh pelaku 

usaha ekonomi Desa (Pasal 

23) 

Memberikan akses kredit dan 

peminjaman yang mudah diakses 

oleh masyarakat Desa 



6 Usaha Bersama 

(Holding): 

sebagai induk dari unit-unit 

usaha yang dikembangkan 

masyarakat Desa baik 

dalam skala lokal Desa 

maupun kawasan perdesaan 

(Pasal 24) 

a.  dapat berdiri sendiri serta 

diatur dan dikelola secara sinergis 

oleh BUM Desa agar tumbuh 

menjadi usaha bersama. 

b. dapat menjalankan kegiatan 

usaha bersama meliputi:          

1) pengembangan kapal 

Desa berskala besar untuk 

mengorganisir nelayan 

kecil agar usahanya 

menjadi lebih ekspansif; 

2) Desa Wisata yang 

mengorganisir rangkaian 

jenis usaha dari kelompok 

masyarakat; dan 

3) kegiatan usaha bersama 

yang mengkonsolidasikan 

jenis usaha lokal lainnya.  

Organisasi Pengelola : 

 Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari  organisasi pemerintahan desa, paling 

sedikit  terdiri atas: 

a. penasihat atau komisaris; dan 

b. pelaksana operasional atau direksi. 

 Penasihat/komisaris dijabat oleh Kepala Desa. 

 Pelaksana operasional atau direksi, terdiri: 

a. direktur atau manajer 

b. kepala unit usaha. 

Organisasi dan Tata Pengurusan 

 

Hak atas Honor / Gaji Pengurus Bumdes Bersama (Peraturan Pemerintah 72/2005) 



Honor / Gaji  Badan direksi dan Unit pengelola ( pengurus lama ) diambil dari jasa sebesar 

maksimal 35 %, dan bagi pengurus yang baru di angkat diberikan  Honor/gaji standar 

disesuaikan berdasarkan penilaian kinerja. 

Laporan Pertanggungjawaban (Ps. 21 PMDG 39/2010) 

1. Pelaksana operasional atau direksi  melaporkan pertanggungjawaban  pelaksanaan 

BUMDes kepada Kepala Desa. 

2. Kepala Desa melaporkan  pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD  dalam forum 

musyawarah desa. 

3. Badan Direksi setiap bulannya wajib membuat laporan rangkap 4 untuk dikirim ke 

Kabupaten,Kecamatan,BKAD,dan arsip UPK.  Laporan harus menggambarkan 

kegiatan selama satu bulan penuh meliputi laporan keuangan dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan serta rencana kegiatan bulan berikutnya dan laporan ditutup tiap akhir 

bulan. 

4. Badan Direksi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi 

kepada masyarakat melalui Papan Informasi atau media lain sebagai bentuk 

pengembangan sikap transparansi.Mengenai jenis pelaporan beserta penjelasannya. 

6 jenis laporan keuangan BUMDES (Unit USP) 

 Realisasi pencairan simpan pinjam 

 Laporan ini melaporkan perkembangan daya serap pinjaman secara periodik yang 

terdiri dari perkembangan daya serap pada setiap kegiatan 

 Neraca keuangan Bumdes Bersama. 

 Neraca keuangan Bumdes Bersama adalah laporan posisi keuangan Bumdes 

Bersama pada saat tertentu yang memuat nilai kekayaan dan penggunaan dana berdasarkan 

alokasi masing-masing kegiatan unit usaha secara utuh, sumber dana dari KPPN (jika ada), 

laba dan hutang.  Untuk kebutuhan analisa keuangan, Badan direksi yang mengelola dana 

simpan Pinjam dapat melakukan pemisahan neraca dengan membuat neraca khusus 

pengelolaan dana simpan pinjam. 

 Laporan operasional  

 pada dasarnya merupakan laporan yang menjelaskan jumlah pendapatan yang 

diterima dari berbagai sumber dan biaya yang dikeluarkan untuk berbagai pos dalam periode 

tertentu. 

 Laporan perkembangan pinjaman  

 Laporan perkembangan pinjaman adalah laporan yang menjelaskan 

perkembangan pinjaman yang menyangkut : realisasi pencairan pinjaman, target 



pengembalian, realisasi pengembalian, saldo pinjaman,saldo simpanan/tabungan, tingkat 

pengembalian dan jumlah tunggakan. 

 . Laporan kolektibilitas 

 Laporan kelektibilitas adalah laporan yang menjelaskan kualitas pinjaman yang 

didasarkan pada lamanya tunggakan dan juga memberikan informasi tingkat resiko 

pinjaman. 

 Laporan kesehatan pinjaman Bumdes Bersama 

 Laporan kesehatan pinjaman Bumdes Bersama adalah laporan yang menjelaskan 

posisi tingkat kesehatan Bumdes Bersama.  

DASAR-DASAR PENGELOLAAN DAN ATURAN POKOK (USP) (Peraturan 

Pemerintah 72/2005) 

 Kemudahan akses pendanaan bagi usaha mikro yang dilakukan oleh Rumah Tanggah 

Miskin dan Menengah yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga 

keuangan formal maupun informal 

 Tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnya.  

 Tersedianya dana pinjaman sebagai modal usaha bagi masyarakat utamanya anggota 

Rumah Tanggah Miskin dan Menegah  yang produktif 

PENGELOLAAN SURPLUS: 

Pembagian dana surplus diutamakan untuk menambah modal usaha, sekurang-kurangnya 

70%. 

 5% Biaya Forum MAD  

 5% Badan pengawas ,pembina, dan penasehat  

 10% untuk dana pendidikan, pembinanan dan pelatihan pengurus  

 5% untuk dana social 

 5% Untuk Bonus Badan Direksi dan Unit Pengelola 

Aturan Simpan Pinjam 

Waktu Simpan Pinjam : Simpan pinjam dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan 

keputusan musyawarah khusus simpan pinjam. 

Penerima Simpan Pinjam : Setiap anggota masyarakat di Desa berhak menjadi anggota 

kelompok simpan pinjam.  

Jenis penerima Simpan Pinjaman 

 Anggota Kelompok simpan pinjam, adalah anggota kelompok yang mengelola 

simpanan anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan 

anggota. 



 Kelompok usaha bersama, adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha sejenis 

yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok. 

 Kelompok Aneka Usaha : adalah kelompok yang anggotanya mempunyai usaha 

bermacam-macam atau yang dikelola secara individual oleh masing-masing anggota 

 Anggota Pengembangan Ekonomi adalah Anggota yang sifatnya Individu yang 

memiliki produktivitas usaha atau yang telah berkembang. 

Berkas Pengajuan Pinjaman (Peraturan Pemerintah 72/2005) 

 Surat permohonan pinjaman / kredit 

 Surat rekomendasi dari kepala desa. 

 Rencana kegiatan kelompok. 

 Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng (khusus kelompok pemberdayaan). 

 Foto copy KTP yang masih berlaku. 

 Surat pernyataan jika mempunyai pinjaman kepada pihak bank atau lembaga 

keuangan lainnya. 

 Foto copy berkas surat jaminan (khusus kelompok pemberdayaan). 

 Menyerahkan berkas Asli jaminan (khusus pengembangan ekonomi). 

 Surat persetujuan suami/istri. 

 Surat pernyataan penerimaan dan penggunaan dana pinjaman. 

SANKSI TUNGGAKAN ANGSURAN 

 Jika angsuran pengembalian pinjaman kelompok tidak sesuai dengan jadwal 

pengembalian maka diberlakukan denda. 

 Besarnya denda yang dibebankan kepada kelompok yang menunggak adalah  

    5% x pokok tunggakan angsuran. 

 Denda efektif diperlakukan satu minggu setelah jatuh tempo 

 Jika lamanya waktu menunggak sudah memenuhi kriteria pinjaman bermasalah 

maka akan diberlakukan penanganan secara khusus penyehatan pinjaman 

bermasalah. 

 Penyitaan aset jaminan sebagai agunan tersebut untuk mengembalikan 

kewajibannya. 

PINJAMAN BERMASALAH: KATEGORISASI PERMASALAHAN 

 Permasalahan Kelembagaan : adalah permasalahan yang disebabkan oleh kurang 

berfungsinya Lembaga-lembaga yang dibangun. 

 Permasalahan micro-finance adalah permasalahan yang disebabkan oleh 

karakter/itikad  dan kemampuan usaha  



 Permasalahan Penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanya 

penyelewengan dana. 

 Permasalahan Force Majeure adalah permasalahan diakibatkan oleh bencana alam, 

huru hara, perang dan kematian pemanfaat atau musibah yang bersifat bukan akibat 

dari kurangnya antisipasi resiko usaha.  

 

POLA PENYELESAIAN MASALAH 

 Penjadwalan Ulang : adalah melakukan penjadwalan ulang atau membuat jadwal 

angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha anggota kelompok atau pemanfaat 

misalnya dengan memperpanjang tenor angsuran 

 Restrukturisasi Pinjaman : adalah melakukan perubahan pola angsuran yang 

dikaitkan dengan realitas penggunaan dana mislkan dengan cara merubah angsuran 

yang semula setiap minggu menjadi setiap bulan atau sebaliknya 

 Pengurangan Kewajiban : adalah pola penyehatan yang memberikan pengurangan 

jasa pinjaman jika mempunyai itikad pengembalian secara sekaligus seluruhnya 

untuk tunggakan. Pola ini bisa digunakan untuk penyebab force majeure dengan 

memberikan pengurangan pokok atau jasa pinjaman. 

 Kompensasi : adalah pola penyehatan dengan cara melakukan kompensasi harta 

,misalnya terjadinya penyelewengan dana oleh pengurus maka pengurus tersebut 

harus menyerahkan harta senilai dana yang diselewengkan, harta tersebut kemudian 

dijual untuk mengembalikan kewajibannya sampai sesuai dengan sejumlah dana 

yang diselewengkan.   

 Aspek hukum /litigasi : adalah pola penyehatan yang akan diselesaikan dengan 

penyelesaian hukum, pola ini biasanya digunakan untuk permasalahan 

penyelewengan dana atau diterapkan kepada pemanfaat/anggota kelompok yang 

tidak mempunyai itikad yang baik. 

1. MATERI ASPEK PERPAJAKAN DALAM BUMDes 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan jenis pajak Badan Usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Pada dasarnya BUMDes merupakan suatu Badan Usaha, sama halnya dengan Badan 

Usaha lain seperti PT atau CV. Hanya saja, BUMDes dimiliki oleh sebuah desa. Oleh karena 

itu, BUMDes memiliki kedudukan yang sama sebagai Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha. 



Ketentuan Pajak Badan Usaha Milik Desa 

BUMDes merupakan entitas berbentuk Badan Usaha yang dibentuk dari kekayaan 

atau harta desa yang dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Dengan 

demikian, pengenaan pajak untuk BUMDes sama dengan pajak Badan secara umum. 

Perlu diketahui, bahwa pajak harus memenuhi dua unsur yakni subjek pajak dan 

objek pajak. Subjek pajak yang dimaksud adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 

seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDes, Firma dan 

lain sebagainya. 

Sedangkan objek pajak yang dimaksud adalah setiap tambahan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang 

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Hingga saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa BUMDes harus memiliki 

NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes untuk membayar Pajak Penghasilan 

(PPh) dari penghasilan yang didapat. Namun, untuk beberapa BUMDes yang dalam 

menjalankan usahanya perlu melakukan legalitas yang membutuhkan NPWP, maka 

BUMDes tersebut dapat menjadi Wajib Pajak. 

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 

PPh ps. 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun (gaji, upah,honor, tunjangan,uang 

makan dan pembayaran lainnya) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 : 

a. Pegawai (pegawai tetap dan tidak tetap) 

b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau 

jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;. 

c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi, 

 tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris; 

 pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang  

 film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film,  

 foto model, peragawan/ peragawati,pemain drama, penari,  

 pemahat, pelukis dan seniman lainnya; 



 olahragawan; 

 penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, 

 pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

 pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi serta pemberi jasa kepada 

suatu kepanitiaan; 

 agen iklan; 

 pengawas atau pengelola proyek; 

 pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 

 petugas penjaja barang dagangan; 

 petugas dinas luar asuransi; 

d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi : 

 peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, 

seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 

 peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

 Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan 

tertentu; 

 Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. 

 Peserta kegiatan lainnya. 

Lapisan Tarif 

No. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif  

1 0 s/d Rp 50.000.00,00 5% 

2 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 15% 

3 Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 

500.000.000,00 

25% 

4 Di atas Rp 500.000.000,00 30% 



Elemen PTKP 

No. Elemen PTKP 

1 WP Sendiri Rp 54.000.000,00 

2 Status Kawin Rp 4.500.000,00 

3 Tanggungan, per orang, dengan jumlah 

maksimal tiga orang tanggungan. 

Rp 4.500.000,00 

4 PTKP bagi istri yang penghasilannnya 

digabung. 

Rp 54.000.000,00 

PMK 101/PMK.010/2016 
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